PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 9/13/PBI/2007
TENTANG

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM

Menimbang:

a.

DENGAN MEMPERHITUNGKAN RISIKO PASAR

GUBERNUR BANK INDONESIA,

bahwa dalam perhitungan kecukupamgualan, selain
mempertimbangkan risiko kredit, bank juga perlu
mempertimbangkan risiko pasar, maupun risiko laanny
bahwa dengan semakin kompleksnya instrumen keuangan
yang terekspos risiko pasar, perlu diberikan adtifin
metode pengukuran risiko pasar yang sesuai dengan
kemampuan dan kebutuhan bank dalam rangka perhitung
kecukupan permodalan;
bahwa dalam memperhitungkan risiko pasar dapatuditn
dengan metode standastapndard method) dan/atau model
internal {nternal model) baik bagi bank secara individual
maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, b, dan c diperlukan pengaturan kembal
terhadap ketentuan tentang Kewajiban PenyediaanaMod
Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko

Pasar Market Risk) dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat...



Mengingat:

1.

-2-

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992aten Perbankan
(Lembaran Negara Republik IndoneSiahun 1992 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiadom
3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubahateng
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 tentan
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomo
149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4158);

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/6/PBI/2006 tentang
Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi
Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaa
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun6200
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesi
Nomor 4602);

MEMUTUSKAN ...
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEWABAN
PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM DENGAN
MEMPERHITUNGKAN RISIKO PASAR

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksundjaie:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud daladangnUndang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimktadieibah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kaoédwang bank
asing, yang melaksanakan kegiatan usaha secararisonal.

2. Perusahaan Anak adalah badan hukum atau perusataagn dimiliki
dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsungpumtidak langsung,
baik di dalam maupun di luar negeri yang melakukagiatan usaha di
bidang keuangan, yang terdiri dari:

a. Perusahaan Subsidiaupsidiary Company) yaitu Perusahaan Anak
dengan kepemilikan Bank lebih dari 50% (lima pybgnseratus);

b. Perusahaan PartisipadPafticipation Company) adalah Perusahaan
Anak dengan kepemilikan Bank 50% (lima puluh perges) atau
kurang, namun Bank memiliki Pengendalian terhadapgahaan;

c. Perusahaan dengan kepemilikan Bank lebih dari 28%@ (puluh
perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh persgrayang

memenuhi persyaratan yaitu:

1) kepemilikan...
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1) kepemilikan Bank dan para pihak lainnya pada PeasaAnak
adalah masing-masing sama besar; dan
2) masing-masing pemilik melakukan Pengendalian sdoarsama
terhadap Perusahaan Anak;
d. Entitas lain yang berdasarkan standar akuntansirigan yang berlaku
wajib dikonsolidasikan,
namun tidak termasuk perusahaan asuransi dan paarsgang dimiliki
dalam rangka penyelamatan kredit.
Risiko Pasaradalah risiko kerugian pada posisi neraca dan nmegen
administratif termasuk transaksi derivatif akibatrybahan secara
keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risikalpginan hargaption.
Risiko Suku Bunga adalah risiko kerugian akibat upahan harga
instrumen keuangan dari posiSrading Book yang disebabkan oleh
perubahan suku bunga.
Risiko Nilai Tukar adalah risiko kerugian akibatrgeahan nilai posisi
Trading Book dan Banking Book yang disebabkan oleh perubahan nilai
tukar valuta asing termasuk perubahan harga.emas
Risiko Ekuitas adalah risiko kerugian akibat pehdra harga instrumen
keuangan dari posidirading Book yang disebabkan oleh perubahan harga
saham.
Risiko Komoditas adalah risiko kerugian akibat jpatuan harga instrumen
keuangan dari posi3rading Book danBanking Book yang disebabkan oleh
perubahan harga komoditas.
Risiko Spesifik adalah risiko perubahan hargarimsén keuangan akibat
faktor-faktor yang berkaitan dengan penerbit imsgn keuangan.
Risiko Umum adalah risiko perubahan harga instrukkeuangan akibat

perubahan faktor-faktor pasar.

10.Trading ...
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10. Trading Book adalah seluruh posisi instrumen keuangan dalantaeatan
rekening administratif termasuk transaksi derivgaihg dimiliki untuk:

a. tujuan diperdagangkan dan dapat dipindahtanganiengash bebas
atau dapat dilindung nilai secara keseluruhan, darktransaksi untuk
kepentingan sendirip(oprietary positions), atas permintaan nasabah
maupun kegiatan perantaraarbrakering), dan dalam rangka
pembentukan pasamérket making), yang meliputi:

1) posisi yang dimiliki untuk dijual kembali dalam gha pendek;

2) posisi yang dimiliki untuk tujuan memperoleh keurgan jangka
pendek secara aktual dan/atau potensial dari Edgerharga
(price movement); atau

3) posisi yang dimiliki untuk tujuan mempertahankarnurk@ngan
arbitrase locking in arbitrage profits);

b. tujuan lindung nilai atas posisi lainnya dald@nading Book.

11. Banking Book adalah semua posisi lainnya yang tidak termasu&nda

Trading Book.

Pasal 2

(1) Bank yang memenuhi kriteria tertentu wajib memenw@wajiban
penyediaan modal minimum (KPMM) dengan memperhitangRisiko
Pasar sebesar 8% (delapan perseratus) baik seaudikadual dan/atau
secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

(2) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada (@yattidak
menghilangkan  kewajiban Bank memenuhi KPMM  dengan
memperhitungkan risiko kredit sesuai ketentuan Bam#onesia yang

berlaku.

(3) Risiko...
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(4)

(1)
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Risiko Pasar yang wajib diperhitungkan oleh Bankasg individual

dan/atau secara konsolidasi dengan Perusahaanafiafdh:

a. Risiko Suku Bungalan/atau

b. Risiko Nilai Tukar.

Dalam hal Bank:

a. memiliki Perusahaan Anak yang terekspos RisikoitBkudan/atau
Risiko Komoditas; dan

b. secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memeknitbria
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b

maka Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Amajb

memperhitungkan Risiko Ekuitas dan/atau Risiko Kditas selain Risiko

Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 3

Kriteria tertentu bagi Bank yang wajib memenuhi KMMdengan
memperhitungkan Risiko Pasar sebagaimana dimaksilamdPasal 2
ayat (1)adalah:
a. Bank yang secara individual memenuhi salah satterlai sebagai
berikut:
1. Bank dengan total aktiva sebesar Rp10.000.000.00@O0
(sepuluh triliun rupiah) atau lebih;
2. Bank devisa dengan posisi instrumen keuangan besujpat
berharga dan/atau transaksi derivatif dalamading Book sebesar
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) d¢doih;
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3. Bank bukan Bank devisa dengan posisi instrumen rgara
berupa surat berharga dan/atau transaksi derigakti bunga
dalam Trading Book sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh
lima miliar rupiah) atau lebih;

dan/atau;
b. Bank yang secara konsolidasi dengan Perusahaan eakenuhi
salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Bank devisa yang secara konsolidasi dengan Persahaak
memiliki posisi instrumen keuangan berupa surathdrga
termasuk instrumen keuangan yang terekspos Risikaitds
dan/atau transaksi derivatif dalanirading Book dan/atau
instrumen keuangan yang terekspos Risiko Komoditalsm
Trading Book dan Banking Book sebesar Rp20.000.000.000,00
(dua puluh miliar rupiah) atau lebih;

2. Bank bukan Bank devisa yang secara konsolidasi ateng
Perusahaan Anak memiliki posisi instrumen keuangarupa
surat berharga termasuk instrumen keuangan yareksfaws
Risiko Ekuitas dan/atau transaksi derivatif dal@mding Book
dan/atau instrumen keuangan yang terekspos Risdwaoditas
dalam Trading Book dan Banking Book sebesar
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiatgu lebih.

(2) Kewajiban untuk memperhitungkan Risiko Pasar sebsgs dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku pula untuk Bank yauegniliki jaringan
kantor dan/atau Perusahaan Anak di negara lain mmakgntor cabang dari

Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luarmege

Pasal 4..
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Pasal 4

Surat berharga dalaifrading Book sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1)
huruf a angka 2 dan angka 3, huruf b angka 1 dgkaad hanya mencakup surat

berharga yang diklasifikasikan dalam kelompok dipgangkan.

Pasal 5

Bank yang setelah merger atau konsolidasi memekrttgria sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 paling kurang pada 3 pepetiporan bulanan dalam
6 bulan pertama setelah merger atau konsolidasratiikan efektif, wajib
memperhitungkan Risiko Pasar dalam perhitungan KPlg@fak bulan ke
7 (tujuh) setelah merger atau konsolidasi dinyata#ektif.

Pasal 6

Bagi Bank yang telah wajib memperhitungkan Risilesd dalam perhitungan
KPMM, apabila pada tanggal 1 Januari 2009 tidak srarhi kriteria

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 karena adanyaapan cakupan surat
berharga dalanirading Book, maka Bank tidak wajib memperhitungkan Risiko

Pasar dalam perhitungan KPMM.

Pasal 7

Bank yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dodldalam Pasal 3 dan
Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5  tetapb wsglamanya

memperhitungkan Risiko Pasar dalam KPMM.

BAB I ...
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BAB I
ASPEK PERMODALAN

Pasal 8

(1) Bank dapat memperhitungkan Modal Pelengkap Bduab {ier 3) untuk

(2)

3)

tujuan perhitungan KPMM secara individual dan/asmecara konsolidasi

dengan Perusahaan Anak.
Modal Pelengkap Tambahantie( 3) dalam perhitungan KPMM

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapanadign untuk

memperhitungkan Risiko Pasar.

Pos yang dapat diperhitungkan sebagai ModehBkap Tambahartiér 3)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pinj&ubordinasi Jangka

Pendek yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.

tidak dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak yargamgkutan dan
telah disetor penuh;

memiliki jangka waktu perjanjian sekurang-kurang@y@ua) tahun;
tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang aiiean dalam
perjanjian pinjaman kecuali dengan persetujuan Badénesia;
terdapat klausula yang mengikdbok-in clause) yang menyatakan
bahwa tidak dapat dilakukan pembayaran pokok at@gdy termasuk
pembayaran pada saat jatuh tempo, apabila pemimayhnsaksud
dapat menyebabkan KPMM secara individual atau aekansolidasi
dengan Perusahaan Anak tidak memenuhi ketentuanbetaku;
terdapat perjanjian pinjaman yang jelas termastwgh pelunasannya;
dan

memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Badkmesia.

(4) Modal ...



(4)

(5)

(6)
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Modal Pelengkap TambahatneX 3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk memperhitungkan Risiko Pasar hanya dapatndkan dengan

memenuhi kriteria:

a. tidak melebihi 250% (dua ratus lima puluh pextess) dari bagian
Modal Inti yang dialokasikan untuk memperhitunglRisiko Pasar;

b. jumlah Modal Pelengkaftier 2) dan Modal Pelengkap Tambahan
(tier 3) paling tinggi sebesar 100% (seratus perseratusMaalal Inti.
Modal Pelengkajftier 2) yang tidak digunakan dapat ditambahkan untuk
Modal Pelengkap Tambahaftier 3) dengan memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pinjaman Subordinasi sebagaimana diatur dalatenkuan yang berlaku
dan melebihi 50% (lima puluh perseratus) Modal, lapat digunakan
sebagai komponen Modal Pelengkap Tambah#s @) dengan tetap

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pad@ayat

BAB Il
ASPEK RISIKO PASAR
Pasal 9

Risiko Pasar diperhitungkan atas:

a.

posisi instrumen keuangan dal@mding Book yang terekspos Risiko Suku
Bunga;

posisi valuta asing dalamrading Book danBanking Book yang terekspos
Risiko Nilai Tukar

posisi instrumen keuangan daldmading Book yang terekspos Risiko
Ekuitas

posisi instrumen keuangan daldmading Book dan Banking Book yang

terekspos Risiko Komoditas
Pasall ...
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Pasal 10

Aset keuangan yang pada saat pengakuan awal diagtsebagai aset keuangan

yang diukur pada nilai wajar melalui laporan labgidikecualikan dari cakupan

Trading Book.

(1)

(2)

Kebijakan dan Pedomairading Book
Pasal 11

Bank wajib menyusun dan menerapkan kebijakam mldomanTrading
Book sebagai bagian dari kebijakan dan pedoman manajasilem Bank.
Bank wajib melakukan kaji ulang secara berkaldadap kebijakan dan

pedomanTrading Book sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

Kebijakan dan pedomafrading Book sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

paling kurang mencakup:

a.

b
C.
d

tujuan memiliki posisi dalarirading Book;

kriteria instrumen keuangan yang dapat ditetapkdagaiTrading Book;
kebijakan pengelolaan portofolioading Book;

pihak yang diberi kewenangan untuk menyetujui at@mngubah kebijakan
dan pedomaiirading Book;

mekanisme untuk memastikan bahwa kriteria instrurkemangan yang
ditetapkan sebagadrading Book diterapkan secara konsisten;

penetapan metodologi valuasi terhadap instrumeargan dalanfrading
Book dengan menggunakan nilai wajar secara harianabarkan harga

pasar atau model/teknik penilaian;

g. pendokumentasian.



(1)

(2)

3)

(1)
(2)

3)
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pendokumentasian setiap strategi perdagartgadirfg strategy) atas posisi
atau portofolioTrading Book yang mendapat persetujuan pihak yang diberi

kewenangan.

ValuasiTrading Book
Pasal 13

Bank wajib melakukan valuasi secara harian terhguegosi Trading Book
dengan akurat.

Dalam melakukan valuasi sebagaimdimaaksud pada ayat (1), Bank wajib
memiliki kebijakan dan prosedur valuasi, termasulermmtiki sistem
informasi manajemen dan pengendalian proses vayaasj memadai dan
terintegrasi dengan sistem manajemen risiko.

Kebijakan dan prosedur valuasi sebagaimana dimasadd ayat (2) wajib

berlandaskan pada prinsip kehati-hatian.

Pasal 14

Proses valuasi wajib dilakukan berdasarkan nilgaka

Terhadap instrumen keuangan yang diperdagangkarasektif, proses

valuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukiengan

menggunakan harga transaksi yang terjaltisé out prices) atau kuotasi

harga pasar dari sumber yang independen.

Valuasi terhadap instrumen keuangan sebagaimareksgud pada ayat (2)

menggunakan:

a. bid price untuk aset yang dimiliki atau kewajiban yang akan
diterbitkan; dan/atau

b. ask price untuk aset yang akan diperoleh atau kewajiban gandiki.

(4) Dalam...



(4)

(1)
(2)

3)
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Dalam hal harga pasar sebagaimana dimaksud pat@aymak tersedia,
Bank dapat menetapkan nilai wajar dengan menggunakaatu

model/teknik penilaian berlandaskan prinsip kehatian.

Pasal 15

Bank wajib melakukan verifikasi terhadap proses luasil valuasi.

Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayatvg@jib dilakukan
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satwgrboleh pihak yang tidak
ikut dalam pelaksanaan valuasi.

Bank wajib menyesuaikan hasil valuasi berdasarleifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Bank wajib segera melakukan penyesuaian terhadsip \reduasi yang belum

mencerminkan nilai wajar dalam hal:

a.
b.

(1)

terjadi perubahan kondisi ekonomi yang signifikan;

harga instrumen keuangan yang dijadikan acuan ladelega yang terjadi
dari transaksi yang dipaksakan, likuidasi yang kp&an, atau penjualan
akibat kesulitan keuangan;

instrumen keuangan sudah mendekati jatuh tempdat@dan

harga yang dijadikan acuan tidak wajar karena lohainnya.

Pasal 17

Selain penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pésd&ank wajib
melakukan penyesuaian terhadap valuasi atas pgmigj kurang likuid

dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu.

(2) Dalam...
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(1)

(2)

(1)

(2)

3)

(4)
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Dalam hal dilakukan penyesuaian sebagaimana dirdakada ayat (1),
Bank wajib memperhitungkan dampak penyesuaian sebdgktor

pengurang Modal Inti dalam perhitungan KPMM.

Perhitungan Risiko Pasar
Pasal 18

Perhitungan Risiko Pasar dalam perhitungan KPMMakdikan dengan
menggunakan:

a. Metode StandaBfandard Method); dan/atau

b. Model Internallfnternal Model).

Bank yang memenuhi kriteria sebagaimana dimakslahd®&asal 3 wajib

menggunakan Metode Standar dalam perhitungan Riskar.

Metode Standar
Pasal 19

Perhitungan Risiko Suku Bunga meliputi Risiko Splesdan Risiko
Umum.

Metode perhitungan Risiko Umum dilakukan denganggenakan:

a. Metode Jatuh Tempd/aturity Method); atau

b. Metode Jangka Waktu(ration Method).

Penggunaan metode sebagaimana dimaksud pada ayaar(@ b wajib
memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatamd&urat Edaran
Bank Indonesia.

Beban modal untuk Risiko Suku Bunga dihitung beadeen persentase

tertentu dari posisi instrumen keuangan yang teekfisiko Suku Bunga.

Pasal 20..



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

3)
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Pasal 20

Dalam rangka perhitungan Risiko Suku Bunga, Baulomesia menetapkan
lembaga pemeringkatdting agency) dan peringkat yang diakui.
Penetapan lembaga pemeringkat dan peringkat yaagiidsebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edarak Balonesia.

Pasal 21

Perhitungan Risiko Nilai Tukar didasarkan p&usisi Devisa Neto yang
dimiliki oleh Bank.
Beban modal untuk Risiko Nilai Tukar dihiturmprdasarkan persentase

tertentu dari Posisi Devisa Neto.

Pasal 22

Perhitungan Risiko Ekuitas yang meliputi Risiko Sk dan Risiko
Umum didasarkan pada posisi instrumen keuangan tere§spos Risiko
Ekuitas yang dimiliki oleh Perusahaan Anak.

Beban modal untuk Risiko Ekuitas sebesar penjuanidieban modal dari
Risiko Ekuitas pada setiap pasar keuangan.

Beban modal untuk Risiko Ekuitas pada setiap p&saangan dihitung
berdasarkan persentase tertentu dari:

a. Posisi ekuitas brutgyfoss equity position) untuk Risiko Spesifik; dan
b. Posisi ekuitas neto secara keseluruhawer@ll net position) untuk

Risiko Umum;

Pasal 23..



(1)

(2)

3)
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Pasal 23

Perhitungan Risiko Komoditas yang timbul dari pogistrumen keuangan
yang terekspos Risiko Komoditas yang dimiliki Pahman Anak,

dilakukan dengan menggunakan:

a. Metode Sederhan& (mplified Approach); atau

b. Metode Jatuh Tempdaturity Ladder Approach).

Penggunaan metode sebagaimana dimaksud pada ayedjid dilakukan

secara konsisten.

Beban modal untuk Risiko Komoditas dihitung berdema persentase

tertentu dari posisi instrumen keuangan yang teeek&isiko Komoditas.

Pasal 24

Persentase tertentu sebagaimana dimaksud dalailBasgat (4), Pasal 21 ayat

(2),

Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (3) did@lam Surat Edaran Bank

Indonesia.

(1)

(2)

3)

Model Internal
Pasal 25

Bank yang menggunakan Metode Standar sebagaimamakslid dalam
Pasal 18 ayat (2) yang memenuhi persyaratan tertiapgat menggunakan
Model Internal dalam perhitungan Risiko Pasar abtememperoleh
persetujuan dari Bank Indonesia.

Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud padélayiatur dalam Surat
Edaran Bank Indonesia.

Bank yang akan menggunakan Model Internal sebagairdanaksud pada

ayat (1) wajib mengajukan permohonan kepadakBIndonesia disertai

informasi...



(4)

()

(6)

(1)

(2)

3)

(4)

(1)
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informasi dan dokumen tertentu yang diatur dalamalS&daran Bank
Indonesia.

Dalam hal Bank akan melakukan modifikasi atas penggn Model
Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Baaji wnemperoleh
persetujuan kembali dari Bank Indonesia.

Bank yang akan menggunakan Model Internal setaldiir Desember
2007 wajib mencantumkan rencana penggunaan Motkinkal dimaksud
dalam rencana bisnis Bank.

Dalam rangka memberikan persetujuan, Bank Indonesilakukan

pengkajian terhadap Model Internal yang akan digana

Pasal 26

Dalam hal terdapat produk dan aktivitas baru yaitlgkakan oleh Bank

yang telah memperoleh persetujuan untuk menggunékaatel Internal,

maka pengukuran Risiko Pasar untuk produk dan vitdgi baru tersebut
menggunakan Metode Standar.

Bank wajib menyampaikan rencana tindak penggunaadeM Internal

untuk pengukuran Risiko Pasar terhadap produk dktivitas baru

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bankdsa@o

Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat i€mphikan

bersamaan dengan penyampaian laporan produk daitaskbaru.

Bank Indonesia dapat meminta Bank melakukan peamatas rencana

tindak berdasarkan hasil pengkajian.

Pasal 27
Bank Indonesia akan melakukan pemantauan dan evakeshadap

penggunaan Model Internal.

(2) Berdasarkan..
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(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pgat (1), Bank
Indonesia dapat melakukan antara lain:
a. mewajibkan Bank untuk melakukan penyesuaian peragjuiModel
Internal dalam jangka waktu yang ditetapkan olehkBadonesia,
b. menetapkan penyesuaian faktor skala; dan/atau

c. membatalkan persetujuan penggunaan Model Internal.

Pasal 28

(1) Bank vyang telah memperoleh persetujuan Bank Indanamtuk
menggunakan Model Internal dilarang menggunakan beéimMetode
Standar dalam perhitungan Risiko Pasar.

(2) Penggunaan kembali Metode Standar dapat dilakukagahapabila Bank

Indonesia membatalkan persetujuan penggunaan Ntudehal.

Pasal 29

Bank yang telah memperoleh persetujuan Bank Indaneguk menggunakan
Model Internal wajib menggunakan Model Internaltuknperhitungan KPMM
paling lambat pada posisi pelaporan akhir bularkbgtya.

BAB IV
PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
Pasal 30

Perhitungan KPMM secara individu dan/atau secapasdélidasi dengan
Perusahaan Anak yang wajib dipenuhi oleh Bank yamgmenuhi kriteria

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencakup:
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a. KPMM untuk risiko kredit sebagaimana dimaksud dalestentuan Bank
Indonesia yang berlaku mengenai KPMM, namun tidaknasukposisi
padaTrading Book yang telah diperhitungkan Risiko Spesifiktuk Risiko
Suku Bunga; dan

b. KPMM untuk Risiko Pasar sebagaimana diatur dalamatBen Bank

Indonesia ini.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 31

(1) Bank yang menggunakan Metode Standar dalarhitpegan KPMM
dengan memperhitungkan Risiko Pasar wajib melapongerhitungan
Risiko Pasar secara bulanan sesuai format yangtaphtn oleh
Bank Indonesia dengan mengacu kepada ketentuamangentaporan
Berkala Bank Umum.

(2) Dalam hal Bank telah memperoleh persetujuankBblrdonesia untuk
menggunakan Model Internal dalam perhitungan KPMMngan
memperhitungkan Risiko Pasar, Bank wajib menyangmailaporan yang
terkait dengan Model Internal secdralanan dan triwulanan sesuai format
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mengapada ketentuan
tentang Laporan Berkala Bank Umum.

(3) Laporan yang terkait dengan Model Internal secaiwulanan untuk
pertama kali disusun pada akhir triwulan setelatd®dnternal digunakan
untuk perhitungan KPMM.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat yaj, (2), dan ayat (3)

dilakukan dalam periode penyampaian Ill LaporarkBer Bank Umum.

(5) Selama..
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(5) Selama pelaporan sebagaimana dimaksud pada &gt belum
dimungkinkan dilaporkan secaraon-line, maka pelaporan wajib
disampaikan secaraff-line oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan
alamat:

a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, JI. MH. Thaniio.2 Jakarta
10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayafhjakkantor pusat
Bank Indonesia; atau

b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yangdmdk pusat di
luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia,

dengan tembusan kepada Direktorat Perizinan déormiasi Perbankan,

JI. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10350.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor /BBIZ2003 tanggal

17 Juli 2003 tentang Kewajiban Penyediaan Modal ifdimm Bank Umum

Dengan Memperhitungkan Risiko Paddiatket Risk) yang mengatur mengenai:

a. posisi surat berharga dalammading Book sebagaimana dimaksud dalam
Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c;

b. Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksudw&asal 7;

c. surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pagal 8lg dan

d. prosesmark to market sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan
ayat (2),

masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Dese2008.

BAB VII ...
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BAB VII
SANKSI
Pasal 33

Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketestlzagaimana diatur dalam

Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), &atayat (4), ayat (5) dan

ayat (6), Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal &l R4, Pasal 15, Pasal 16,

Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasalagal 23, Pasal 25 ayat (1),

ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 26 ayataiiat (2), dan ayat (3), Pasal 28,

Pasal 29, dan Pasal 30 dapat dikenakan sanksi iathaiih antara lain berupa:

a. teguran tertulis;

b. pembekuan kegiatan usaha tertentu;

C. pencantuman pengurus dan atau pemegang saham 8lank daftar orang
yang dilarang menjadi pemegang saham dan penguanis B

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-UndangiN7 Tahun 1992

tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengdang-Undang Nomor 10

Tahun 1998.

Pasal 34
Bank yang melanggar ketentuan pelaporan sebagaidiareksud dalam Pasal
31 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentang berlaku tentang

Laporan Berkala Bank Umum.

Pasal 35

Bank yang melakukan perdagangan atas aset keudatgm kelompok tersedia
untuk dijual, yang dilakukan dengan pola menyerypaidagangan atas aset

keuangan dalam kelompok diperdagangkan:
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a. dalam jumlah yang signifikan; dan/atau

b. dalam frekuensi yang tinggi,

tidak diperkenankan untuk mengelompokkan pembelaset keuangan
berikutnya dalam kelompok tersedia untuk dijuallasa 6 (enam) bulan

terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat pembirden Bank Indonesia.

Pasal 36

Dalam hal Bank melakukan tindakan sebagaimana diuthklalam Pasal 35
untuk kedua kalinya, maka Bank tidak diperkenankatuk mengelompokkan
pembelian aset keuangan berikutnya dalam kelompogedia untuk dijual
selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal uiékkln surat pembinaan oleh

Bank Indonesia.

Pasal 37

Dalam hal Bank melakukan tindakan sebagaimana diuthklalam Pasal 35
lebih dari dua kali, maka Bank tidak diper&ekan untuk mengelompokkan
pembelian aset keuangan berikutnya dalam kelompogedia untuk dijual
selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal deékkln surat pembinaan oleh

Bank Indonesia.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Ketentuan mengenai:

a. surat berharga dalamading Book sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

b. Sertifikat...
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b. Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksldnd penjelasan Pasal 9
huruf a;

c. proses valuasi sebagaimana dimaksud dalam Péasghat (2), ayat (3), dan
ayat (4);

d. proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalamalP&5, penyesuaian
terhadap hasil valuasi yang belum mencerminkan wiggar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16, dan penyesuaian terhaalapsv atas posisi
yang kurang likuid sebagaimana dimaksud dalam Phgakhusus bagi
Bank yang menggunakan Metode Standar dalam pegaituRisiko Pasar;
dan

e. sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34,38aslan Pasal 37,

mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, amaReraturan
Bank Indonesia Nomor 5/12/PBI/2003 tanggal 1v2003 tentang Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Mempengkan Risiko
Pasar flarket Risk) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indoaési akan diatur dalam Surat

Edaran Bank Indonesia.

Pasal 41

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku padgdahditetapkan.

>
e
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan yrelagngan Peraturan
Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembdegara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 November 2007

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMORL28
DPNP



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 9/13/PBI/2007
TENTANG
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM
DENGAN MEMPERHITUNGKAN RISIKO PASAR

UMUM

Dalam perhitungan kecukupan permodalan, bank perlu
mempertimbangkan risiko—risiko yang mungkin mundalam kegiatan usaha
bank. Risiko-risiko tersebut meliputi risiko kreditisiko pasar, dan risiko
lainnya.

Dalam Capital Accord 1988, Basel Committee on Banking Supervision
dari Bank for Internasional Settlementsienetapkan metode perhitungan
kecukupan permodalan yang memperhitungkan risileaikr Selanjutnya pada
tahun 1996, Basel Committee on Banking Supervisibelah melakukan
amandemen terhada@apital Accord dimaksud dengan memasukkan unsur
risiko pasar yang selanjutnya disempurnakan lagiapg@hun 2005Capital
Accord 1988dan 1996 disesuaikan pula dengdnternational Convergence of
Capital Measurement and Capital Standards: A ReviBemmeworkatau yang
lebih dikenalBasel Il

Penerapan perhitungan kecukupan permodalan dinési pada saat
ini telah mengakomodasiapital Accord 198&lan1996yang memperhitungkan
risiko kredit dan risiko pasar dalam perhitungamcuk@ipan permodalan bank

baik secara individual maupun secara konsolidasjae perusahaan anak.

Namun...
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Namun, perhitungan risiko pasar untuk saat ini masenggunakan metode
standar. DalanCapital Accord 1996/ang telah disesuaikan kembali pada tahun
2005 serta dalanBasel Il perhitungan risiko pasar dapat dilakukan dengan
menggunakan metode standataidard method dan/atau model internal
(internal model.

Oleh karena itu, mengingat dala@apital Accord1996, 2005, daBasel
Il terdapat alternatif metode dalam penerapan pedatu risiko pasar, maka
berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini, perhatarigecukupan permodalan
bank untuk risiko pasar juga dapat menggunakan hiogenal {nternal model

sepanjang memperoleh persetujuan dari Bank Indanesi

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Dengan ketentuan ini maka perhitungan rasio KPMMase
individual dilakukan dengan membandingkan modalgdenaktiva
tertimbang menurut risiko baik untuk risiko kreditaupun Risiko
Pasar.

Sedangkan untuk perhitungan rasio KPMM secara Kiolaso
dengan Perusahaan Anak dilakukan dengan membamdingkdal
secara konsolidasi dengan aktiva tertimbang menusiko secara

konsolidasi baik untuk risiko kredit maupun RisiRasar.

Ayat (2) ...



Ayat (2)
Alokasi modal untuk perhitungan KPMM diprioritaskamtuk
memenuhi KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit.
Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia yzemtpku”
adalah Peraturan Bank Indonesia mengenai KPMM.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Perubahan cakupan surat berharga dalaading Bookyaitu yang tidak
memperhitungkan kelompok yang tersedia untuk dijualilai berlaku
sejak tanggal 1 Januari 2009.

Pasal7 ...



Pasal 7

Yang dimaksud dengan “selamanya” adalah dalam laak B/ang telah
memenuhi kriteria tetapi kemudian menjadi tidak raeohi kriteria, Bank
tetap wajib memperhitungkan Risiko Pasar dalam KPMM

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Dengan pengaturan ini maka paling kurang sebesaf@glua
puluh delapan setengah perseratus) dari Risiko rPasa
diperhitungkan dari Modal Inti yang tidak digunakantuk
menutup risiko kredit sesuai ketentuan Bank Ind@angsang
berlaku mengenai KPMM.
Huruf b
Modal Inti dan Modal Pelengkap adalah modal yangnerauhi
persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank
Indonesia yang berlaku mengenai KPMM.
Ayat (5)

Modal Pelengkap yang dapat ditambahkan adalah Medengkap
yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dké&tentuan

Bank Indonesia yang berlaku mengenai KPMM.

Ayat (6) ...



Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a
Instrumen keuangan yang terekspos Risiko Suku Buagaasuk
Sertifikat Bank Indonesia dalamrading Book
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 10

Perlakuan pengakuan dan pengukuran terhadap asatdan yang diukur
pada nilai wajar melalui laporan laba rugi mengamada Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 55 (RevisD80mengenai
Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a
Cukup jelas.
Hurufb...



Huruf b

Kriteria tersebut ditetapkan dengan memperhatikaara lain:

1. persyaratan dan kondisi yang harus dipenuhiasuin jangka
waktu kepemilikan/ holding period yang mengacu kepada
praktek yang berlaku secara umum (maksimal 90;hari)

2. kemungkinan restriksi hukum yang dapat menghatebadinya
perdagangan; dan

3. standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Huruf ¢
Kebijakan pengelolaan portofolio antara lain mdiipenetapan dan
pemantauan limit, kewenangan pihak-pihak yang terkangan
pengelolaan portofolio, serta pemantauan dan pelappengelolaan
portofolio.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Mekanisme tersebut mencakup antara lain:
1. pihak/petugas yang bertanggungjawab melakukaggoekan;
2. frekuensi pengecekan;
3. verifikasi pemenuhan kriterierading Book.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 1 ...



Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Kebijakan dan prosedur tersebut meliputi antara lpenetapan
tanggung jawab yang jelas dari berbagai pihak ynighat dalam
penetapan valuasi, sumber informasi pasar, danepr&aji ulang
terhadap kelayakan valuasi, frekuensi valuasi (secharian),
penetapan waktu untuk valuasi akhir haiioging pricg, prosedur
pelaksanaan dan penyampaian hasil verifikasi bagars berkala
maupun insidentil , serta prosedur penyesuaiarasalu
Sistem informasi manajemen dan pengendalian pradesasi paling
kurang mencakup pendokumentasian kebijakan daregwowaluasi
yang telah ditetapkan serta alur pelaporapdrting lineg yang jelas
bagi satuan kerja yang bertanggung jawab terhadagep valuasi
dan verifikasi.

Ayat (3)
Kebijakan dan prosedur valuasi yang berlandaskasa garinsip
kehati-hatian antara lain melakukan valuasi deng@mperhatikan
penerapan aspek-aspek manajemen risiko dan prosellasi yang

wajar.

Pasal 14

Ayat (1)
Sesuai dengan standar akuntansi keuangan yangkipenang

dimaksud dengan ’nilai wajar” adalah nilai dmaasuatu aset dapat

dipertukarkan...
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dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikaaranpihak yang
memahami dan berkeinginan untuk melakukan transakajar
(arms’s length transactign
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "instrumen keuangan yang digamgkan
secara aktif’ adalah apabila harga instrumen keamantgrsedia
sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutinudsdy pedagang
efek dealen, perantara efekbfoker), atau agen lainnya, serta harga
tersebut merupakan harga yang terjadi dari transalitsial yang
dilakukan secara wajaaim’s length basis
Harga transaksi yang terjadi atau kuotasi hargarpdari sumber
yang independen antara lain meliputi harga di buesechange
prices, harga pada layar dealescfeen prices atau kuotasi yang
paling konservatif yang diberikan oleh paling kugdh (dua) broker
dan/ataumarket makeryang memiliki reputasi baik, yang minimal
salah satunya adalah pihak independen.
Penggunaan sumber yang independen dilakukan sé&omsisten
kecuali harga yang diperoleh tidak mencerminkaai migjar.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud denganbid price’ adalah harga beli yang
dikuotasikan oleh sumber yang independen.
Huruf b
Yang dimaksud &sk price (offer pricé)adalah harga jual yang
dikuotasikan oleh sumber yang independen.

Ayat (4) ...



Ayat (4)

Termasuk model/teknik penilaian antara lain:

a. penggunaan harga yang timbul dari transaksi yamadiedalam
10 (sepuluh) hari kerja terakhir;

b. penggunaan harga pasar dari instrumen lain yang ilkiem
karakteristik (paling kurang jangka waktu, tingkainga/kupon,
peringkat, dan golongan penerbit) yang serupa;
analisis arus kas yang didiskontbscounted cash flow

d. model penetapan harga opsp{ion pricing models atau

e. model/teknik penilaian yang secara umum telah digan oleh
pelaku pasar dalam menetapkan harga instrumen.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penggunaadelfiteknik

penilaian antara lain memperhatikan pemisahan tdgakompetensi

pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan damggenaan
model, dan memastikan dilakukan kaji ulang akurasdel/teknik
penilaian oleh fungsi yang independen, serta prosedan

dokumentasi pengembangan dan perubahan model/te&nilaian.

Pasal 15

Ayat (1)
Verifikasi dilakukan untuk memastikan keakuratannypesunan
laporan laba rugi.
Verifikasi terhadap proses dan hasil valuasi pakarang dilakukan
terhadap kewajaran harga pasar maupun informag gaunakan
sebagai input dalam model/teknik penilaian.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) ...



-10 -

Ayat (3)
Penyesuaian dilaksanakan terhadap nilai instrunegrarkigan dalam
neraca secara langsung yang selanjutnya mempemngiapdran

laba rugi.

Pasal 16

Penyesuaian hasil valuasi dilakukan berdasarkanapman harian
maupun hasil verifikasi oleh pihak yang tidak ikid&lam pelaksanaan
valuasi.
Sebagai contoh, valuasi yang belum mencerminkanwadjar dapat terjadi
pada valuasi dengan menggunakan model/teknik mpeemila
Huruf a
Yang dimaksud dengan “perubahan kondisi ekonomi gyan
signifikan” antara lain perubahan kurva imbal hasield curvé
secara signifikan diluar ekspektasi pasar.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Faktor sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tesyperhitungkan
mengingat semakin mendekati jatuh tempo, nilariumsen keuangan
semakin mendekati nilai nominal.
Huruf d
Termasuk kondisi lainnya antara lain:
a. kemungkinan kerugian potensial yang timbul kangihak lawan

tidak dapat memenuhi kewajibannyméarned credit spreajls

b. kemungkinan..
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b. kemungkinan perhitungan biaya atau penalti ywangul karena
pelunasan lebih awal sebelum jatuh tengarlyy termination.

c. terjadinyamismatcharus kas yang menyebabkan harga dapat
dipengaruhi oleh perhitungan biaya untuk meminjamn d
menginvestasikan darfmvesting and funding co3ts

d. terjadi kondisi tertentu yang mengakibatkan dakpastian
dalam model valuasi misalnya ketidakmampuan mergngk

perubahan dalam kondisi tidak normal.

Pasal 17

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “faktor-faktor tertentu” aatsain rata-rata
dan volatilitas volume perdagangan, rata-rata ¢t dari rentang
kuotasi penawaran dan permintaarbid{fask spreads dan
ketersediaan kuotasi pasar.

Ayat (2)
Penyesuaian tidak akan mengurangi nilai instrumerakgan dalam

neraca dan tidak mempengaruhi laporan laba rugi.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 2 ...
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Pasal 20

Ayat (1)
Penggunaan lembaga pemeringkat dan peringkat yiakgidlalam
perhitungan Risiko Suku Bunga adalah dalam rangkagmtung
Risiko Spesifik.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Posisi Devisa Neto” adalakigP®evisa
Neto sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Isitongang
berlaku mengenai posisi devisa neto.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “posisi ekuitas bruto” adalah

penjumlahamilai absolut atas posisong dan short setiap

instrumen...
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instrumen keuangan yang terekspos Risiko Ekuitashsing-
masing emiten pada setiap pasar keuangan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “posisi ekuitas neto” adaldhi n
absolut dari selisih atas penjumlahan posisng dan
penjumlahan posisshort dari setiap instrumen keuangan yang

terekspos Risiko Ekuitas pada setiap pasar keuangan

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Termasuk dalam pengertian modifikasi atas penggunisiadel
Internal antara lain perubahan metodologi Modegrimal, perubahan
teknologi sistem informasi, dan perluasan penggunadodel

Internal.

Sebelur ...
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Sebelum modifikasi atas penggunaan Model Internamperoleh
persetujuan dari Bank Indonesia, Bank tetap merggm Model
Internal yang telah disetujui untuk perhitungan K@M

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "produk dan aktivitas baruélad produk
dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam tketenBank
Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko.

Ayat (2)
Penggunaan Model Internal terhadap produk dan itdgivbaru
termasuk cakupan modifikasi Model Internal.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan Modteindl
mencakup antara lain pemenuhan persyaratan pergguvadel

Internal, laporanback testingdan laporastress testing

Ayat (2) ...
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Larangan ini berlaku untuk pengukuran Risiko Pésdradap produk
dan aktivitas yang telah disetujui menggunakan Nbdernal.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Laporan perhitungan Risiko Pasar antara lain menrdikporan
posisi yang diperhitungkan dalam Risiko Pasar, iapgerhitungan
rasio KPMM.

Ayat (2)
Laporan yang terkait dengan Model Internal antara mencakup
laporan perhitunganvalue at risk dan beban modal, laporan
perhitungan rasio KPMM, lapordpack testing serta laporarstress

testing

Ayat (3) ...
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Contoh:
Sesuai ketentuan mengenai Laporan Berkala Bank Unmaka
laporan posisi bulan Maret 2008 wajib disampaikataih periode
penyampaian Il yaitu tanggal 16 sampai dengandangl bulan
April 2008.

Ayat (5)
Penyampaian secaraff-line dilakukan dengan softcopy dan
hardcopy

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan jumlah yang signifikan adalghifikan terhadap

total aset keuangan dalam kelompok tersedia unjuéld

Pasal 3 ...
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Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.
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